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PENGADILAN NEGERI
BALE BANDUNG

PENETAPAN
Nomor 479/Pdt.P.ECourt/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas | A yang mengadili perkara —
perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah

menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Nama : KATRIENA DWI HARSADINA

Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 27-04-1977

Jenis Kelamin . Perempuan

Alamat . Komp. Nata Endah VIII B No.36 RT.007 RW.002
Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten
Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan :  Mengurus Rumah Tangga

Warganegara : WNI

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya W I W I N, SH,M.H. & FITRI APRILIA
RASYID,S.H. Advokat Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Komplek
Griya Prima Asri JI. Prima Raya | No. 6 Bale Endah Kab. Bandung.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019, selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung
Kelas | A Nomor : 479/Pdt.P/2019/PN.BIb tanggal 2 Desember 2019 tentang
Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi — saksi di
persidangan.

Telah memeriksa bukti — bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2
Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale
Bandung dibawah register Nomor : 479/Pdt.P/2019/PN.BIb tanggal 4 Desember
2019, telah mengemukakan hal — hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari (Alm) JUMADIL AGUS,SE yang

melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 01 Agustus 1999
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sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 263/04/VIIl/1999, yang dikeluarkan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang salah satunya masih berusia dibawah umur yaitu bernama :

» HASSYA AZMIKANAURA, Perempuan, lahir di Makassar pada tanggal
01 Mei 2003, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
1892/UM/KCS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Makassar ;

3. Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) JUMADIL AGUS,SE telah meninggal
dunia di Bandung pada tanggal 03 Februari 2004 sebagaimana terbukti
dengan adanya Surat Keterangan Kematian No. 474.3/01/KS/02/04 yang
diterbitkan oleh Kelurahan Pekayon Jaya;

4. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang
menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon
sebagaimana dalam Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris tertanggal
01 Juli 2019;

5. Bahwa suami Pemohon vyaitu (Alm) JUMADIL AGUS,SE selain telah
meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan
harta warisan yang merupakan harta bersama dengan Pemohon vyaitu
berupa:
> Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 1390/Desa

Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat, dengan luas tanah + 105 M? (Seratus Lima Meter Persegi)
tercatat atas nama JUMADIL AGUS (suami pemohon),

6. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak pemohon bermaksud akan menjual
harta warisan peninggalan (Alm) JUMADIL AGUS,SE dan hasilnya akan
digunakan untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak pemohon, dan
oleh karena anak pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa
melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk
proses jual beli tanah dan rumah tersebut, maka Pemohon memohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls | A untuk dapat
kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari
anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual dengan cara
yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana
tersebut pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari anak pemohon yang
masih dibawah umur tersebut ;
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Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksa dan
menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon : Ny. KATRIENA DWI HARSADINA selaku
ibu kandung untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas
nama anaknya yang masih dibawah umur /belum dewasa yang bernama :

» HASSYA AZMIKANAURA, Perempuan, lahir di Makassar pada
tanggal 01 Mei 2003, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 1892/UM/KCS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Makassar ;

3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang
masih dibawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai
dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan suaminya (Alm) (Alm)
JUMADIL AGUS,SE berupa :

> Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 1390/Desa
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi
Jawa Barat, dengan luas tanah + 105 M? (Seratus Lima Meter
Persegi) tercatat atas nama JUMADIL AGUS (suami pemohon);

4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap kuasanya yang bernama WIWIN, SH. MH.
kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonannya tertanggal 2 Desember
2019 dan menyatakan tidak ada perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil — dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3204096704770004 atas nama
Katriena Dwi Harsadina, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bandung |,
Propinsi Jawa Barat selanjutnya diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 263/04/VIII/1999, tanggal 02-08-1999,
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Margahayu,
selanjutnya diberi tanda P-2 ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3204091406050268 tertanggal 30-07-
2018 atas nama kepala keluarga KATRIENA DWI HARSADINA, yang
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dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 43/2112/2000 tertanggal 21 Juni 2000
atas nama KHANSA AMARADIENA, yang dikeluarkan dan ditandatangani
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, selanjutnya diberi
tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1892/UM/KCS/2003 tertanggal 6 Mei
2003 atas nama HASSYA AZMIKANAURA, yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota
Makasar, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/01/KS/02/04 tertanggal 4 Februari 2004
atas nama JUMADIL AGUS, vyang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Kepala Kelurahan Pekayonjaya, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, diberi
tanda P-6 ;

7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 01-07-2019, yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ahli waris, selanjutnya diberi tanda P —
7,

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1390 Desa Limusnunggal Surat Ukur
tanggal 19-02-2000 No. 1607/Limusnhunggal/2000, luas 105 m2, terletak di
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat, tercatat atas nama Jumadil Agus, yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Dede Sumiyati dan 2.

Tien Kartini, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi DEDE SUMIYATI :_
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan JUMADIL AGUS,SE (Alm) pada
tanggal 1 Agustus 1999 di Bandung ;
- Bahwa Pemohon dengan (Alm) JUMADIL AGUS,SE, telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama adalah :
1. KHANSA AMARADIENA, lahir tanggal 16-05-2000

2. HASYA AZMIKA NAURA, lahir tanggal 01-05-2003
- Bahwa suami Pemohon ( JUMADIL AGUS,SE) telah meninggal dunia

pada tanggal 3 Februari 2004 ;
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- Bahwa anak yang kedua Pemohon tersebut masih dibawah umur ;

- Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung dan Pemohon,

suami Pemohon juga memiliki harta gono gini bersama Pemohon
berupa:
Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 1390/Desa
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat, dengan luas tanah + 105 M? (Seratus Lima Meter Persegi)
tercatat atas nama JUMADIL AGUS (suami pemohon);

- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah tersebut sebagai modal
usaha dan biaya pendidikan anak - anak Pemohon namun karena anak
kedua Pemohon belum dewasa, maka Pemohon mengajukan
permohonan sekarang ini ke Pengadilan.

- Bahwa menurut saksi Pemohon adalah ibu yang dapat dipercaya,
bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehat akal dan bukan

pemboros selalu bersikap baik terhadap anak - anaknya.

2. Saksi TIEN KARTINI :_
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan JUMADIL AGUS,SE (Alm) pada
tanggal 1 Agustus 1999 di Bandung ;
- Bahwa Pemohon dengan (Alm) JUMADIL AGUS,SE, telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama adalah :
1. KHANSA AMARADIENA, lahir tanggal 16-05-2000

2. HASYA AZMIKA NAURA, lahir tanggal 01-05-2003

- Bahwa suami Pemohon ( JUMADIL AGUS,SE) telah meninggal dunia
pada tanggal 3 Februari 2004 ;

- Bahwa anak yang kedua Pemohon tersebut masih dibawah umur ;

- Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung dan Pemohon,

suami Pemohon juga memiliki harta gono gini bersama Pemohon
berupa:
Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 1390/Desa
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat, dengan luas tanah +* 105 M? (Seratus Lima Meter Persegi)
tercatat atas nama JUMADIL AGUS (suami pemohon);

- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah tersebut sebagai modal

usaha dan biaya pendidikan anak - anak Pemohon namun karena anak
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kedua Pemohon belum dewasa, maka Pemohon mengajukan
permohonan sekarang ini ke Pengadilan.

- Bahwa menurut saksi Pemohon adalah ibu yang dapat dipercaya,
bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, sehat akal dan bukan

pemboros selalu bersikap baik terhadap anak - anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon
tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah
termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti
tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari alat — alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat
dan keterangan saksi — saksi dihubungkan dengan surat permohonan
Pemohon, maka telah didapat fakta — fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Komp. Nata Endah VIII B No.36 RT.007
RW.002 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yang
merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan JUMADIL AGUS,SE (Alm)
pada tanggal 1 Agustus 1999 di Bandung ;

- Bahwa benar Pemohon dengan (Alm) JUMADIL AGUS,SE, telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang bernama adalah :

1. KHANSA AMARADIENA, lahir tanggal 16-05-2000

2. HASYA AZMIKA NAURA, lahir tanggal 01-05-2003

- Bahwa benar suami Pemohon ( JUMADIL AGUS,SE) telah meninggal
dunia pada tanggal 3 Februari 2004 ;

- Bahwa benar anak yang kedua Pemohon tersebut masih dibawah umur ;

- Bahwa benar selain meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung dan
Pemohon, suami Pemohon juga memiliki harta gono gini bersama

Pemohon berupa:

Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 1390/Desa

Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
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Barat, dengan luas tanah + 105 M? (Seratus Lima Meter Persegi)
tercatat atas nama JUMADIL AGUS (suami pemohon);

- Bahwa benar saat ini Pemohon hendak menjual tanah tersebut sebagai

modal usaha dan biaya pendidikan anak - anak Pemohon namun karena

anak kedua Pemohon belum dewasa, maka Pemohon mengajukan

permohonan sekarang ini ke Pengadilan.

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan
Pemohon untuk ditunjuk menjadi wali ibu dari anak kandungnya yang masih
berusia dibawah umur / belum dewasa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
apakah Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berwenang memeriksa
permohonan a quo;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi, maka
bukti P-1 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti
bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Nata Endah VIII B No.36 RT.007
RW.002 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yang
merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung , yang merupakan
wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang termasuk wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung oleh karenanya Pengadilan
Negeri Kelas |IA Bale Bandung berwenang memeriksa perkara permohonan a
quo,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah
Nomor : 263/04/V111/1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Margahayu maka Pemohon adalah istri yang
sah dari JUMADIL AGUS, SE. dan suami Pemohon telah meninggal dunia di
Bandung pada tanggal 3 Februari 2004 dengan demikian perkawinan Pemohon
putus karena kematian.

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon, yang
bernama JUMADIL AGUS, SE. pada tanggal 3 Februari 2004 maka telah
terbukalah hak waris bagi Pemohon beserta anak — anaknya yang berhak atas
harta — harta peninggalan Almarhum, baik atas harta yang bergerak maupun
yang tidak bergerak telah terbukti dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris
(Bukti P-7).

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah putus maka
kekuasaan orang tua telah berakhir dan orang tua yang hidup terlama
berkedudukan untuk menjalankan kekuasaan orang tua sepanjang dirinya

belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan.
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Menimbang, bahwa menyangkut tentang Hak dan Kewajiban antara
orang tua dengan anak, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 47 Undang -
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum
mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada
dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari
kekuasaannya orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di
dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena ternyata anak Pemohon sebanyak 2 (dua)
orang berada dibawah kekuasaan ibunya (Pemohon) dan kekuasaan Pemohon
selaku ibu Kandung dari pada anak-anaknya tidak pernah dicabut Pengadilan,
maka anak Pemohon harus dinyatakan berada di bawah kekuasaan Pemohon
selaku ibu kandungnya ;-

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk
dapat melakukan perbuatan — perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang
belum dewasa yaitu HASSYA AZMIKANAURA, Perempuan, lahir di Makasar
pada tanggal 1 Mei 2003, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
1892/UM/KCS/2003, tertanggal 6 Mei 2003 dan selanjutnya untuk dapat
menjaminkan harta gono gini dengan suami Pemohon yang termasuk
merupakan hak dari Pemohon beserta anak-anaknya kepada pihak lain yaitu
berupa : Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 1390/Desa
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,
dengan luas tanah + 105 M2 (Seratus Lima Meter Persegi) tercatat atas hama
JUMADIL AGUS (suami pemohon);

Menimbang, bahwa anak keempat Pemohon adalah anak yang belum
dewasa, karenanya anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum,
kecuali di wakili oleh orangtua, dalam hal ini orangtua yang masih hidup
yaitu Pemohon, sesuai Pasal 47 UU No. 1/1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu beralasan apabila Pemohon diberi
izin untuk mengurus kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut
termasuk mengagunkan harta kekayaan Pemohon beserta anak — anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang

jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini.

Mengingat Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan — peraturan

lainnya yang bersangkutan.
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MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi ijin kepada Pemohon : Ny. KATRIENA DWI HARSADINA
selaku ibu kandung untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk
dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur /belum dewasa yang
bernama :

» HASSYA AZMIKANAURA, Perempuan, lahir di Makassar pada
tanggal 01 Mei 2003, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 1892/UM/KCS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Makassar ;

3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang
masih dibawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai
dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan suaminya (Alm)
(Alm) JUMADIL AGUS,SE berupa :
> Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 1390/Desa

Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi
Jawa Barat, dengan luas tanah + 105 M? (Seratus Lima Meter
Persegi) tercatat atas nama JUMADIL AGUS (suami pemohon);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 10 Desember
2019, oleh kami : ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH. Hakim Pengadilan
Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IMAS NIA DANIATI,
SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri pula

oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti, Hakim tersebut,

IMAS NIA DANIATI, SH. ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.
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Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. PNBP : Rp. 20.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Sumpah : Rp._50.000,-
Jumlah Rp. 166.000,- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah)
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